PERATURAN DAERAN KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,
Menimbang © a bahwa sesuas dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD scrta Strategi
dan Prioritas APBD, yang telah discpakati bersama antara Pemenntah
Dacrah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 18
Januan 2005, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2005

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Magelang Tahun
Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Dacrah,

Mengingat - 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-

dacrah Kota Kccil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah dan Jawa Barat |

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan |.embaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan l.embaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048) .

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (1.embaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851 ).

6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan |.embaran Negara
Nomor 4286 ) .

7. Undang-Undang ...
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7.

10.
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15.

16.
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majchs Permusywaratan Rakvat, Dewan Perwakilan
Perwakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4310),

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Neg
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran B
Nomor 4355 ) .

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keungan Negara (Lembaran Negara
I'ahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan LLembaran Negara
Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemenntah Pusat dan Pemenintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 44358 )

Peraturan Pemenntah Nomor 104 Tahun 2000 lentang Dana Penmbangan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemenntah Nomor 84 Tahun 21(Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan |embaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemenntah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ).

Peraturan Pemenntah Nomor 107 Tahun 2000 lcntang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan baran Negara
Nomor 4024); vem &

Peraturan  Pemenntah Nomor 108 Tahun 2000

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).

Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 T bahan baran Negara
Nomor 4038); S o ~

Nomor 4039).

Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun >

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan A;w tenlﬂng chudLi_kan
Rﬂk}'ﬂl Daerah (Lembaran Ncga]'a Tahun jmgg NI Dewan PETWaklla.ﬂ
Lembaran Negara Nomor 4416): B Omor 90 Tambahan
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Menctapkan

|- Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pcnuumn_ ijﬂﬂl’lggl[ﬂgjﬂ“ﬂhan dan Pengawasan K::u.:ingﬂl'l
Dacrah serta latacara Penvusunan Anggarn PL‘I'H.L'I[H[IIH dan tk"lﬂnjn
Dacrah | Pelaksanaan Tata Usaha Kcuangan Dacrah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

--l‘r'cmlumn Dacrah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggola Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2005 scbagai berikut :

a  Pcendapatan Rp. 178 326 485.000,-
b. Belanja Rp. 195 235 853 000.-

Surplus/Defisit Rp( 16.909368.000,-)
Pembiayaan

. Penenmaan Rp. 27.000 000.000 -
2.  Pengeluaran Rp.10.090 632 000, -

Rp. 16.909368.000.-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang
terdin dan

1 Lampiran | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

2. Lampiran Il Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

3. Lampiran Il Daftar ~ Rekapitulasi  APBD  Menurut  Bidang
Pemenntahan dan Unit Organisasi Perangkat Dacrah:

4. Lampiran IV Daftar Daftar Jumlah Pegawai pergolongan dan
;u:rjafnalqn :

5. Lampiran V Daftar Puutang Daerah :

6. Lampiran VI Dafiar Pinjaman Dacrah

7 Lampiran VII Daftar Investasi ( Penyertaan Modal) -

8 Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah dan

9 Lampiran [X Daftar Dana Cadangan

Pasal 3 ...
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Pasal 3

l-ﬂmr".fﬂmlamplmn schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tdak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Scbagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menctapkan Peraturan
Walikota lentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Dacrah ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan dan
Mcmpunyar daya laku surut scjak tanggal | Januan 2005.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

Ditctapkan di Magelang
pﬂdﬂ mnggal 8 Maret 2005

PENJABAT WALIKOTA MAGELANG

Lt/ N

Drs. SULAEMAN HASAN
Pembina Utama Muda
NIPO10 171 298

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 9 Maret 2005

SEKRETARIS D KOTA MAGELANG
Pela Tugas

URASMONO, MM

Pembina Tk |
NIP. 010 072 030

Kepala Badan Pengawasan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 5
Sen A No. 1
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